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ABSTRAK 

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan-alasan perceraian dalam 
perkawinan, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu 
pihak mandapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai suami/isteri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
Pendapat Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena 
alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. Untuk 
mengetahui pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dalam 
mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara 
Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pendapat Hakim Mahkamah 
Syari’ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan 
dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, tidak disebutkan dalam Pasal 116 
Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Dalam 
perkara ini alasan tidak memiliki keturunan, menjadi faktor utama terjadinya percekcokan 
ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan 
tekanan dari penggugat. Pertimbangan hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dalam 
mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Putusan 
Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi 
syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 
460/Pdt.G/2023/MS.Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan 
sesuai aturan yang berlaku, karena telah terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh 
tidak memiliki keturunan. perceraian karena terjadinya perselisihan diatur dalam Pasal 
116 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peran mediasi seharusnya menjadi langkah awal yang 
lebih tegas sebelum perkara perceraian diputuskan. Hakim dapat memperkuat peran 
mediator yang berpengalaman dalam masalah keluarga, dengan fokus pada mencari 
solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dapat membantu pasangan 
memahami perasaan dan harapan satu sama lain, yang mungkin membuka ruang untuk 
rekonsiliasi. 
 
Kata kunci : Perceraian, Tidak Memiliki Keturunan
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ABSTRACT 

Article 116 of the Compilation of Islamic Law outlines the grounds for divorce 
in marriage. One of the justifications for allowing divorce is when one party suffers from 
a physical disability or illness that prevents them from fulfilling their obligations as a 
husband or wife. The objective of this thesis is to examine the opinion of the judges at the 
Banda Aceh Syar'iyah Court regarding divorce cases based on the reason of infertility in 
Case Number 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. It also aims to analyze the judge's considerations 
in granting a divorce due to the inability to have offspring in the same case. The research 
method used in this study is an empirical juridical approach. The findings indicate that 
the judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court do not explicitly recognize infertility as a 
valid ground for divorce under Article 116 of the Compilation of Islamic Law. However, 
in this case, the inability to have children became a significant factor leading to disputes, 
disharmony in daily married life, and pressure from the plaintiff. In granting the divorce 
in Case Number 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, the judges' considerations were deemed 
appropriate and met both formal and material requirements. The ruling was based on an 
examination and adjudication process that adhered to applicable legal provisions, given 
that disputes had arisen due to infertility. Divorce due to irreconcilable disputes is 
regulated under Article 116 of the Compilation of Islamic Law. Moreover, mediation 
should serve as a more assertive initial step before a divorce ruling is issued. Judges can 
strengthen the role of experienced family mediators, focusing on solutions that benefit 
both parties. Mediation can help couples understand each other's feelings and 
expectations, potentially creating an opportunity for reconciliation. 

Keywords : Divorce, Infertility. 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Pe$rkawinan me$mpunyai nilai nilai yang sakral dalam agama, kare$na me$mpunyai 

asas yaitu pe$rkawinan untuk se$lama-lamanya yang diliputi o$le$h rasa kasih sayang dan 

cinta me$ncintai antar se$sama pasangan. O$le$h kare$na itu agama Islam me$ngharamkan 

pe$rkawinan yang be$rtujuan untuk se$me$ntara atau waktu te$rte$ntu se$ke$dar untuk me$ngikuti 

hawa nafsu saja. 

Pe$rkawinan me$rupakan salah satu hubungan hukum yang biasa dilakukan o$le$h 

manusia se$jak zaman Nabi Adam a.s. Hukum yang paling awal (pe$rtama) dike$nal 

manusia adalah hukum ke$luarga. khususnya hukum pe$rkawinan yang ditandai de$ngan 

pe$rkawinan Nabi Adam a.s de$ngan iste$rinya Siti Hawa. Manusia me$yakini be$nar bahwa 

Nabi Adam a.s adalah manusia pe$rtama dan iste$ri se$rta anak-anaknya yang hidup se$zaman 
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de$ngan Nabi Adam a.s dipandang se$bagai ge$ne$rasi manusia pe$rtama, maka hukum te$lah 

ada se$jak ge$ne$rasi Nabi Adam a.s dan ke$luarganya.1 

Se$tiap pe$rkawinan pasti me$mpunyai ke$inginan dan tujuan maka dari itu banyak 

se$kali tujuan dari pe$rkawinan te$rse$but, te$tapi pada intinya pe$rkawinan itu be$rtujuan 

me$mbe$ntuk ke$luarga yang bahagia dan ke$kal be$rdasarkan Ke$tuhanan Yang Maha E$sa, 

hal ini se$suai de$ngan Pasal 1 Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan.2 

Adapun dalam Ko$mpilasi Hukum Islam pe$rkawinan be$rtujuan untuk me$wujudkan 

ke$hidupan rumah tangga yang sakinah. mawaddah dan rahmah. 

Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan dalam Pasal 2 ayat 

(1), Pe$rkawinan adalah sah, apabila dilakukan me$nurut hukum masing-masing agamanya 

dan ke$pe$rcayaannya itu. Se$dangkan pe$rnikahan dalam Ko$mpilasi Hukum Islam 

dije$laskan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk me$ntaati pe$rintah 

Allah dan me$laksanakannya me$rupakan ibadah.3 

Se$dangkan pe$rkawinan me$nurut Ko$mpilasi Hukum Islam yaitu ikatan yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk me$naati pe$rintah Allah dan me$laksanakannya 

adalah ibadah. Kare$na pe$rkawinan dapat me$ngurangi ke$maksiatan, baik dalam be$ntuk 

pe$nglihatan maupun dalam be$ntuk pe$rzinahan. O$rang yang be$rke$inginan untuk 

me$lakukan pe$rkawinan, te$tapi be$lum me$mpunyai pe$rsiapan be$kal (fisik dan no$nfisik) 

dianjurkan o$le$h Nabi Muhammad SAW, untuk be$rpuasa, o$rang be$rpuasa me$miliki 

ke$kuatan atau pe$nghalang dari be$rbuat te$rce$la yang sangat ke$ji, yaitu pe$rzinahan.4 

Se$tiap manusia me$ndambakan pe$rnikahan yang bahagia, de$ngan me$wujudkan 

cita-cita, se$hingga te$rbe$ntuklah ke$luarga yang bahagia te$rse$but. Akan te$tapi banyak 

pe$rnikahan te$rse$but hanyalah se$ke$dar mimpi dan tidak se$pe$rti yang diharapkan kare$na 

ada pasangan suami iste$ri yang be$rte$ngkar hanya kare$na masalah ke$cil, ke$mudian 

me$njadi pe$rte$ngkaran be$sar yang tidak se$dikit be$rakhir de$ngan pe$rce$raian (talaq). 

Tujuan pe$rnikahan dalam Islam adalah untuk me$me$nuhi pe$tunjuk Allah dalam 

rangka me$ndirikan ke$luarga yang harmo$nis, se$jahte$ra dan bahagia. Harmo$nis dalam 

me$njalankan hak dan ke$wajiban anggo$ta ke$luarga se$jahte$ra artinya me$nciptakan 

ke$te$nangan lahir dan batin dise$babkan te$rpe$nuhinya ke$butuhan hidup lahir batinnya, 

 
1 Nur Fauziyah Laili, Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2023, hlm. 3-4 
2 Darwin Panessa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2022, hlm 63 
3 Allan Mustafa Umami. Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Mataram, 2023, hlm 114 
4 Fahmi Ardi, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Yogyakarta 2021, hlm.8 
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se$hingga timbullah ke$bahagian. Kasih sayang antara anggo$ta ke$luarga. Rasa cinta dan 

kasih sayang dalam ke$luarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat 

se$hingga te$rbe$ntuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.5 

Tujuan pe$rnikahan yang me$re$ka inginkan tidak te$rcapai de$ngan baik, kare$na 

de$ngan be$rbagai alasan. Apakah kare$na fakto$r ke$tidak co$co$kan atau kare$na fakto$r lain 

se$pe$rti tidak me$mpunyal ke$turunan, te$tapi pada dasarnya dari be$rbagai macam alasan 

te$rse$but kita haruslah be$rpikir je$rnih apakah ke$turunan atau anak me$mpunyai pe$ranan 

pe$nting dari arti pe$rnikahan te$rse$but. Kare$na bila kita me$ninjau ke$mbali dari tujuan 

pe$rnikahan, yang dinginkan dari pe$rnikahan te$rse$but banyak se$kali tujuannya se$pe$rti: 

me$me$nuhi pe$tunjuk agama dalam rangka me$ndirikan ke$luarga yang harmo$nis, se$jahte$ra 

dan bahagia.6 

Te$tapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasanya tidak masuk akal, maka 

pe$rce$raian yang de$mikian adalah te$lah me$ngkufuri nikmat yang te$lah dibe$rikan Allah 

ke$padanya dan te$lah be$rlaku jahat ke$pada iste$rinya. O$le$h kare$na itu pe$rce$raian (talak) 

sangat dibe$nci o$le$h Allah. 

Agama Islam me$mbo$le$hkan suami-iste$ri be$rce$rai, te$ntunya de$ngan alasan-

alasan te$rte$ntu, ke$ndati pe$rce$raian itu sangat dibe$nci o$le$h Allah SWT.7 Pe$rce$raian 

(Thalaq) me$rupakan suatu ajaran Islam dalam pe$rnikahan, namun hal itu sangatlah 

dibe$nci o$le$h Allah me$skipun halal (bo$le$h), kare$na de$ngan pe$rce$raian be$rarti tujuan 

pe$rkawinan me$njadi pudar dan tidak te$rcapai. 

Pe$rce$raian dalam Islam bukan me$rupakan se$suatu yang banyak dilakukan ke$tika 

antara pihak suami dan iste$ri sudah tidak harmo$nis lagi, akan te$tapi ke$tika te$rjadi 

pe$rce$kco$kan maka antara ke$dua be$lah pihak suami ataupun iste$ri me$nde$le$gasikan juru 

damai (hakam). Hakam ini be$rfungsi untuk me$nje$mbatani ke$mungkinan untuk me$mbina 

ke$mbali rumah tangga, juga me$le$rai pe$rte$ngkaran suami-iste$ri agar ke$utuhan pe$rnikahan 

mahligai rumah tangga dapat be$rlanjut sampai akhir hayat.8 

 
5 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 2020, hlm 

14 
6 Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm 22 
7 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2021, hlm 102 
8 Satria M Zein. Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontenporer Analisisi Yurisprudensi Dengan 

Pendekatan Ushuliyah, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm 116 
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Pe$rce$raian se$ring te$rjadi dite$ngah-te$ngah ke$hidupan masyarakat e$ntah itu di 

lakukan kare$na inisiatif suami untuk pe$rmo$ho$nan ce$rai-thalaq, atau inisiatif iste$ri untuk 

me$nggugat ce$rai suaminya. Dalam Ko$mpilasi Hukum Islam (KHI) se$cara umum 

dije$laskan me$nge$nai pe$rce$raian diatur dalam Pasal 113 sampai de$ngan 148 di bab te$ntang 

putusnya pe$rkawinan. 

Ce$rai gugat se$cara khusus diatur dalam Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 

1 “Gugatan pe$rce$raian diajukan o$le$h iste$ri atau kuasanya pada pe$ngadilan agama yang 

dae$rah hukumnya me$wilayahi te$mpat tinggal pe$nggugat ke$cuali iste$ri me$ninggalkan 

te$mpat ke$diaman be$rsama tanpa izin suami.” Sampai de$ngan Pasal 148 ayat 1 yang 

be$rbunyi “Se$o$rang iste$ri yang me$ngajukan gugatan pe$rce$raian de$ngan jalan khulu 

me$nyampaikan pe$rmo$ho$nannya ke$pada pe$ngadilan Agama yang me$wilayahi te$mpat 

tinggalnya dise$rtai alasan-alasannya”.9 

Dalam hal te$rjadinya pe$ce$raian, haruslah me$me$nuhi be$be$rapa alasan se$hingga 

pe$rce$raian te$rse$but dapat te$rlaksana, hal ini se$suai de$ngan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan “untuk me$lakukan pe$rce$raian harus 

ada cukup alasan, bahwa antara suami iste$ri iu tidak akan dapat hidup rukun se$bagai 

suami iste$ri”. 

Dalam KHI Pasal 116 te$rdapat alasan-alasan pe$rce$raian antara lain yaitu:10 

a. Salah satu pihak be$rbuat zina atau me$njadi pe$mabuk, pe$madat, pe$njudi dan se$bagainya 

yang sukar untuk dise$mbuhkan. 

b. Salah satu pihak me$ninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun se$cara te$rus-

me$ne$rus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kare$na hal lain diluar 

ke$mampuannya. 

c. Salah satu pihak me$ndapatkan pidana 5 (lima) tahun pe$njara atau hukuman lain 

yang le$bih be$rat. 

d. Salah satu pihak me$lakukan ke$ke$jaman yang me$mbahayakan ke$se$lamatan anggo$ta 

ke$luarga. 

e. Salah satu pihak me$ndapat cacat badan atau pe$nyakit de$ngan akibat tidak dapat 

me$lakukan ke$wajibannya se$bagai suami-iste$ri. 

 
9 Allan Mustafa Umami, Op.Cit, hlm 144 
10 Ibid, hlm 141 
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f. Te$rus me$ne$rus te$rjadi pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkaran antara ke$dua be$lah pihak se$hingga 

tidak ada harapan untuk hidup harmo$nis (te$rdapat juga dalam Undang-Undang No$mo$r 1 

Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan Pasal 39 ayat (2) 

g. Suami me$langgar taklik talaq 

h. Pe$ralihan Agama atau murtad yang me$nye$babkan te$rjadiya ke$tidak rukunan dalam rumah 

tangga. 

Adapun dalam Ko$mpilasi Hukum Islam dije$laskan bahwa pe$rce$raian (putusnya 

pe$rkawinan) di atas, salah satu yang me$njadi dasar dipe$rbo$le$hkannya pe$rce$raian adalah 

salah satu pihak mandapat cacat badan atau pe$nyakit de$ngan akibat tidak dapat 

me$njalankan ke$wajiban se$bagai suami/iste$ri. 

Dari ke$dua sumbe$r hukum te$rse$but tidak ada yang me$nje$laskan te$ntang 

dipe$rbo$le$hkannya pe$rce$raian de$ngan alasan tidak me$mpunyai ke$turunan. Walaupun hal 

ini bisa dimasukkan pada po$in e$ Pasal 116 KHI, te$tapi hal te$rse$but masih bisa, 

dipe$rde$batkan, kare$na apabila pe$rnikahan yang tidak me$mpunyai ke$turunan bisa 

dijadikan alasan pe$rce$raian, maka akan banyak pasangan yang me$ngalami pe$rce$raian. 

Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah diuraikan di atas, alasan pe$rce$raian yang 

dise$babkan tidak me$miliki ke$turunan dalam pe$rnikahannya. Yang mana alasan tidak 

adanya ke$turunan tidak te$rcantum dalam Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 116.  Hal inilah 

yang me$latarbe$lakangi pe$nulis te$rtarik me$ne$liti masalah pe$rce$raian yang dise$babkan 

tidak me$miliki ke$turunan pada pe$rkara No$mo$r 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, maka dari itu 

dapat dirumuskan pe$rmasalahan dalam pe$ne$litian ini. Adapun po$ko$k masalah yang akan 

dikaji dalam pe$ne$litian ini se$bagai be$rikut, Bagaimana pandangan Hakim Mahkamah 

Syari’ah Banda Ace$h te$rhadap pe$rkara pe$rce$raian kare$na alasan tidak me$miliki ke$turunan 

dalam pe$rkara No$mo$r 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang ke$dua Bagaimana dasar 

pe$rtimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Ace$h Dalam Me$ngabulkan Pe$rce$raian 

yang dise$babkan tidak me$miliki ke$turunan dalam Pe$rkara No$mo$r 

460/Pdt.G/2023/MS.Bna.  

2. Metode Penelitian 

Me$to$de$ Me$to$de$ pe$ne$litian yang digunakan dalam pe$ne$litian ini adalah me$to$de$ 

pe$ne$litian yuridis e$mpiris. Pe$ne$litian yuridis e$mpiris yaitu pe$ne$litian hukum yang 

be$rupaya untuk me$lihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan me$lihat, me$ne$liti, 
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bagaimana be$ke$rjanya hukum dimasyarakat yang me$ngkaji ke$te$ntun hukum yang be$rlaku 

se$rta yang te$lah te$rjadi didalam ke$hidupan masyarakat.11 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pandangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Terhadap Perkara 

Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 

460/Pdt.G/2023/MS.Bna 

Hasil Dalam pe$rkara atau to$pik yang sangat se$nsitif dan se$ring 

me$nimbulkan dile$ma di masyarakat. Se$cara umum, alasan tidak me$miliki ke$turunan 

me$mang se$ring muncul dalam kasus pe$rce$raian, namun se$bagai hakim, saya se$lalu 

me$lihatnya dalam ko$nte$ks yang le$bih luas, se$suai de$ngan hukum yang be$rlaku. 

Pe$rce$raian pada dasarnya adalah hak se$tiap pasangan jika me$rasa pe$rnikahan me$re$ka 

tidak dapat lagi dipe$rtahankan, te$rmasuk kare$na tidak adanya ke$turunan.12 

Ada be$be$rapa kasus yang diajukan de$ngan alasan tidak me$miliki ke$turunan, 

namun se$tiap kasus te$ntu be$rbe$da-be$da. Hakim harus me$me$riksa se$cara te$liti alasan 

dan bukti-bukti yang diajukan o$le$h ke$dua be$lah pihak, hakim juga 

me$mpe$rtimbangkan apakah masih ada jalan re$ko$nsiliasi atau tidak. Se$ringkali, 

masalah ini be$rkaitan e$rat de$ngan pe$rse$psi so$sial dan e$kspe$ktasi dari ke$luarga be$sar, 

se$hingga me$mpe$rumit situasi. 

Pada pe$rkara No$mo$r 460/Pdt.G/2023/MS.Bna para pihak me$mutus be$rce$rai 

de$ngan didasarkan alasan Pe$nggugat sudah tidak tahan lagi de$ngan te$kanan dari 

suami yang sudah tidak pe$duli te$rhadapnya, tidak adanya lagi ko$munikasi yang baik 

antara pe$nggugat de$ngan te$rgugat, bahkan te$rgugat juga sudah sibuk de$ngan 

handpho$ne$ dan me$dia so$sial, se$hingga antara pe$nggugat dan te$rgugat te$lah be$nar-

be$nar ke$hilangan rasa ke$harmo$nisan se$bagaimana layaknya suami iste$ri yang 

dise$babkan karna tidak ada ke$turunan. 

Dalam Hukum Indo$ne$sia, alasan pe$rce$raian diatur dalam Pasal 39 Undang-

Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan. Alasan tidak me$miliki ke$turunan 

se$be$narnya tidak se$cara e$ksplisit dise$butkan se$bagai alasan tunggal yang cukup 

untuk me$ngajukan pe$rce$raian. Namun, jika ke$tidakmampuan me$miliki ke$turunan 

me$ngakibatkan ke$re$takan dalam rumah tangga atau me$ngganggu ke$harmo$nisan 

 
11 Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, hlm. 29 
 12 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 

30 September 2024 
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pe$rnikahan, maka hal te$rse$but bisa me$njadi bagian dari "pe$rse$lisihan te$rus-me$ne$rus" 

atau "tidak adanya ke$harmo$nisan" yang diakui o$le$h undang-undang. 
Alasan pe$rce$raian yang dikare$nakan tidak me$miliki ke$turunan pe$rlu ditinjau 

be$rdasarkan alasan pe$rce$raian yang te$rmuat dalam Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 

116.  Pe$ninjauan ini dilakukan agar te$rcapai ke$je$lasan apakah alasan pe$rce$raian yang 

didalilkan pe$nggugat sudah se$suai de$ngan alasan pe$rce$raian yang te$lah dite$ntukan 

dalam Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 116.13  

Apabila alasan pe$rce$raian dilihat se$cara te$rse$ndiri yakni kare$na tidak 

me$miliki ke$turunan, maka alasan te$rse$but tidak me$me$nuhi ke$te$ntuan yang te$rcantum 

dalam Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 116, se$dangkan apabila me$lihat alasan 

pe$rce$raian se$cara me$nye$luruh yakni tidak adanya ke$turunan dalam pe$rkawinan 

ke$mudian me$ngakibatkan pe$rte$ngkaran dan pe$rse$le$sihan se$cara te$rus me$ne$rus dan 

dari pe$rte$ngkaran te$rse$but me$nimbulkan pe$rbuatan saling me$nyakiti pe$rasaan satu 

sama lain maka alasan te$rse$but bisa me$me$nuhi ke$te$ntuan alasan pe$rce$raian dalam  

Ko$mpilasi Hukum Islam Pasal 116.14 

Dalam Undang-Undang Pe$rkawinan No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang 

Pe$rkawinan dan Ko$mpilasi Hukum Islam, ke$turunan me$mang tidak me$njadi syarat 

mutlak dalam pe$rnikahan. Namun, bagi se$bagian pasangan, ke$turunan me$rupakan 

hal pe$nting se$bagai tujuan pe$rnikahan, dan bagi be$be$rapa o$rang, ke$tiadaan anak bisa 

me$micu ke$tidakpuasan yang me$ndalam. Ke$ndati de$mikian, alasan tidak me$miliki 

ke$turunan pe$rlu dilihat le$bih dari se$kadar ke$butuhan e$mo$sio$nal, te$tapi juga dari sudut 

pandang hukum dan prinsip dalam hubungan pe$rnikahan.15 

Se$cara mo$ral dan so$sial, pe$rce$raian kare$na alasan ke$tiadaan ke$turunan 

me$mang me$nimbulkan pe$rde$batan. Se$bagian masyarakat be$rpe$ndapat bahwa 

pe$rnikahan bukan se$kadar untuk me$miliki anak, te$tapi juga me$nge$nai ikatan 

e$mo$sio$nal dan saling me$ndukung di se$gala ke$adaan. Di sisi lain, ada juga pandangan 

yang me$ngho$rmati ke$putusan pasangan jika ke$turunan adalah fakto$r sangat pe$nting. 

Ini me$nce$rminkan dile$ma antara no$rma so$sial dan hak individual. 

 
13 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
14 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
15 Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 
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Alasan ke$tiadaan ke$turunan se$be$narnya bukan alasan langsung yang diatur 

se$cara e$ksplisit dalam undang-undang se$bagai dasar pe$rce$raian. Namun, dalam 

pasal-pasal me$nge$nai pe$rce$raian, dike$nal ko$nse$p "pe$rse$lisihan yang te$rus-me$ne$rus" 

atau "ke$tidakco$co$kan," yang dapat dijadikan dasar bagi se$se$o$rang untuk me$ngajukan 

pe$rce$raian. Jika ke$tiadaan ke$turunan me$nye$babkan ke$tidakharmo$nisan yang te$rus-

me$ne$rus atau ke$tidakse$pakatan me$ndalam, maka pasangan yang be$rsangkutan dapat 

me$ngajukan pe$rce$raian de$ngan alasan ke$tidakco$co$kan. Hakim akan 

me$mpe$rtimbangkan se$jauh mana alasan ini be$rdampak pada ke$harmo$nisan rumah 

tangga.16 
Pe$nulis, kurang se$pe$ndapat apabila tidak adanya ke$turunan dalam 

pe$rkawinan dijadikan alasan te$rse$ndiri untuk dilakukannya pe$rce$raian. Walaupun 

me$mang salah satu tujuan pe$rkawinan adalah untuk me$mpe$ro$le$h ke$turunan, akan 

te$tapi tidak se$rta me$rta tidak adanya ke$turunan bisa dijadikan alasan pe$rce$raian. 

Se$lain itu juga masih bisa diusahakan de$ngan be$rbagai cara se$pe$rti de$ngan 

me$ngko$nsultasikan ke$pada do$kte$r, de$ngan cara bayi tabung dan inse$minasi atau 

me$lalui pe$ngangkatan anak. Se$be$narnya ke$turunan itu bukan ke$he$ndak kita, te$tapi 

itu atas ke$he$ndak Allah. 

Be$rdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan tidak 

me$miliki ke$turunan se$ring muncul dalam pe$rkara pe$rce$raian, me$skipun tidak se$cara 

spe$sifik dise$butkan dalam hukum se$bagai alasan tunggal untuk be$rce$rai. Hakim 

me$lihat alasan ini dalam ko$nte$ks yang le$bih luas, jika ke$tidakmampuan me$miliki 

ke$turunan me$ngakibatkan ke$re$takan dalam rumah tangga atau me$ngganggu 

ke$harmo$nisan pe$rnikahan, maka hal te$rse$but bisa me$njadi bagian dari "pe$rse$lisihan 

te$rus-me$ne$rus" atau "tidak adanya ke$harmo$nisan". 

3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Terhadap Perkara 

Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 

460/Pdt.G/2023/MS.Bna 

Dalam se$tiap pe$rkara pe$rce$raian, te$rmasuk yang dise$babkan o$le$h tidak 

me$miliki ke$turunan, hakim harus be$rpe$gang pada prinsip hukum dan asas ke$adilan. 

Pe$rtimbangan pe$rtama yang se$lalu saya lihat adalah apakah alasan te$rse$but be$nar-

be$nar me$nye$babkan ke$re$takan dalam rumah tangga yang tidak bisa dipe$rbaiki lagi. 

 
16 Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 
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Tidak me$miliki ke$turunan bisa me$njadi salah satu fakto$r, te$tapi tidak se$lalu me$njadi 

satu-satunya alasan. Hakim juga harus me$nilai bagaimana pe$ngaruh ko$ndisi te$rse$but 

te$rhadap hubungan suami iste$ri dan apakah pasangan masih me$miliki ke$inginan 

untuk me$mpe$rtahankan rumah tangga me$re$ka.17 

Ada be$be$rapa aspe$k yang harus dipe$rtimbangkan saat me$nghadapi 

pe$rmo$ho$nan pe$rce$raian de$ngan alasan se$pe$rti ini Pe$rtama, niat kedua belah pihak. 

Apakah me$re$ka be$nar-be$nar ingin me$ngakhiri pe$rnikahan atau apakah ada 

ke$mungkinan re$ko$nsiliasi. Ke$dua, apakah upaya-upaya me$dis te$lah dilakukan untuk 

me$ndapatkan ke$turunan, se$pe$rti pe$me$riksaan ke$se$hatan atau pe$ngo$batan, dan apakah 

pasangan te$rse$but te$lah me$mpe$rtimbangkan o$psi lain, se$pe$rti ado$psi. Ke$tiga, saya 

juga me$mpe$rtimbangkan alasan tidak me$miliki ke$turunan me$mpe$ngaruhi 

ke$harmo$nisan rumah tangga. Apakah ini me$njadi pe$nye$bab utama ke$re$takan atau 

justru ada masalah lain yang me$mpe$rparah situasi. 

Diputusnya pe$rkara pe$rce$raian pada pe$rkara ini yang dise$babkan tidak 

me$miliki ke$turunan pe$nye$babnya bukan hal ini saja, me$lainkan se$lama 

be$rlangsungnya pe$rnikahan se$kitar 17 tahun yaitu te$lah munculnya saling 

ke$tidakpe$dulian satu sama lain, tidak adanya lagi ko$munikasi yang baik antara 

pe$nggugat dan te$rgugat, bahkan te$rgugat juga sangat sibuk de$ngan handpho$ne$ dan 

me$dia so$cial, hingga antara pe$nggugat dan te$rgugat te$lah be$nar-be$nar ke$hilangan 

rasa se$bagaimana layaknya suami iste$ri. Bahwa atas pe$rse$lisihan te$rse$but be$be$rapa 

kali juga te$lah dilakukan re$mbuk ke$luarga untuk te$tap hubungan antara pe$nggugat 

dan te$rgugat baik ke$mbali, te$tapi te$rnyata hal te$rse$but tidak me$rubah ke$adaan dan 

bahkan pe$nye$le$saian pe$rse$lisihan te$lah diupayakan ditingkat gampo$ng te$tapi tidak 

dite$mukan titik pe$rdamaiannya.18 

 Sudah te$rbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, ce$kco$k kare$na 

pe$rso$alan itu. Maje$lis hakim hanya se$batas me$nase$hati bahwa masih banyak cara 

untuk me$mpunyai anak. Mahkamah Syar’iyah sangat me$ndo$ro$ng adanya me$diasi 

se$be$lum me$mutuskan pe$rkara pe$rce$raian. Me$diasi me$mbe$rikan ke$se$mpatan ke$pada 

ke$dua be$lah pihak untuk me$ncari so$lusi yang mungkin be$lum te$rpikirkan, se$pe$rti 

 
17 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
18 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
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ado$psi atau te$rapi. Namun, jika ke$dua be$lah pihak sudah tidak bisa me$mpe$rtahankan 

hubungan me$re$ka dan se$mua upaya re$ko$nsiliasi tidak be$rhasil, maka pe$rce$raian bisa 

me$njadi jalan te$rakhir. Te$tapi kalau alasan be$rce$rainya me$re$ka kare$na be$rse$lisih 

yang dise$babkan tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu te$ntang so$al 

pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkarannya, bukan pe$nye$bab siapa yang salah dan be$nar. Kita 

me$nilai bahwa ke$dua be$lah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Te$tapi apabila 

masing-masing sudah dirukunkan te$tapi tidak bisa untuk apa dipe$rtahankan. 
Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Ace$h yang be$rtindak se$bagai 

hakim dalam kasus pe$rce$raian, o$le$h se$bab itu Mahkamah Syar’iyah Banda Ace$h 

se$bagai instansi yang me$mbe$rikan le$galitas hukum harus le$bih be$rhati-hati dalam 

me$mutuskan pe$rkara pe$rce$raian yang diajukan o$le$h para pe$ncari ke$adilan. Untuk 

me$lakukan pe$rce$raian harus ada cukup alasan atau pe$rtimbangan hakim, bahwa 

suami dan iste$ri me$mang tidak dapat hidup be$rsama lagi. Masalah ini sangat be$rat 

bagi pasangan. Alasan tidak me$miliki ke$turunan bisa me$njadi be$ban e$mo$sio$nal yang 

me$ndalam, te$rutama di budaya kita yang sangat me$nghargai ke$luarga dan ke$turunan. 

O$le$h kare$na itu, saya se$lalu be$rusaha me$lihat dari sudut pandang hukum dan 

ke$adilan, se$rta te$tap be$re$mpati ke$pada se$mua pihak yang te$rlibat.19 

Me$nge$nai ke$turunan, pe$rspe$ktifnya adalah pasangan suami dan iste$ri 

te$rse$but me$nikah dan me$miliki tujuan salah satunya ingin me$miliki ke$turunan. 

Ke$tika salah satu tujuan dan harapan te$rse$but tidak dapat dimilikinya, maka hal 

te$rse$butlah yang me$njadi ko$nflik. Kare$na tujuan pe$rkawinan sudah tidak bisa 

dicapai, maka apabila pe$rkawinan suami dan iste$ri te$rse$but te$tap dipe$rtahankan, 

sudah dapat dipastikan ke$mudharatan yang le$bih be$sar akan me$landa rumah tangga 

te$rse$but. Tidak ada jalan lain se$lain harus be$rce$rai dan dice$raikan, de$ngan alasan 

ke$mudharatan yang le$bih ke$cil harus didahulukan, se$be$lum datang ke$mudharatan 

yang le$bih be$sar, se$rta me$no$lak ke$rusakan didahulukan daripada me$narik 

ke$maslahatan.   

Be$rdasarkan pada pandangan Maje$lis Hakim te$lah me$nje$laskan bahwa 

alasan yang diajukan te$rse$but me$rupakan alasan tidak me$miliki ke$turunan. Maka 

Maje$lis Hakim me$nilai bahwa itu te$ntang so$al pe$rte$ngkaran dan pe$rse$lisihannya, 

 
19 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
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bukan pe$nye$bab siapa yang salah dan be$nar. Se$be$narnya alasan tidak me$miliki 

ke$turunan hanyalah se$bagai pe$micu saja. Jadi le$bih te$patnya adalah alasan 

pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkaran yang dise$babkan kare$na tidak me$miliki ke$turunan.  

Dalam hal ini Hakim be$rpe$ran sangat pe$nting, kare$na ke$putusan me$re$ka 

harus me$mpe$rtimbangkan be$rbagai fakto$r, te$rmasuk ke$se$jahte$raan e$mo$sio$nal dan 

hak asasi masing-masing pihak dalam pe$rnikahan. Hakim juga be$rtanggung jawab 

untuk me$lihat kasus se$cara o$bje$ktif dan be$rdasarkan bukti yang diajukan, me$skipun 

mungkin ada te$kanan so$sial atau pandangan agama. Dalam be$be$rapa kasus, hakim 

akan le$bih me$ngutamakan upaya me$diasi se$be$lum me$mutuskan pe$rce$raian.20 
Se$bagai hakim, tugas saya adalah me$ne$gakkan hukum de$ngan adil. 

Me$skipun saya me$mahami bahwa alasan tidak me$miliki ke$turunan sangat e$mo$sio$nal 

dan se$nsitif, ke$putusan saya didasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan di 

pe$rsidangan. Saya se$lalu be$rharap bahwa se$tiap ke$putusan yang saya ambil adalah 

yang te$rbaik untuk ke$dua be$lah pihak, se$kaligus me$ngho$rmati hak-hak me$re$ka 

se$bagai individu.21 

Pada dasarnya, hakim dalam pe$rkara pe$rce$raian be$rtugas me$nilai alasan 

yang diajukan o$le$h pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta. Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 

1974 te$ntang Pe$rkawinan me$mang tidak me$masukkan ke$tiadaan ke$turunan se$bagai 

alasan langsung untuk pe$rce$raian. Namun, ke$tidakharmo$nisan atau ko$nflik yang 

te$rus be$rlanjut akibat ke$tiadaan ke$turunan dapat me$njadi dasar dalam ko$nte$ks 

pe$rse$lisihan dan ke$tidakco$co$kan, yang se$ring kali digunakan se$bagai landasan untuk 

me$ngajukan pe$rce$raian. Hakim akan me$lihat se$jauh mana alasan te$rse$but 

be$rpe$ngaruh te$rhadap ke$hidupan rumah tangga. 

Pe$rlu adanya pe$mbuktian dalam pe$rkara ini yang paling utama itu harus 

me$mbuktikan dalil gugatan pe$nggugat. Se$be$narnya dalil utama te$ntang te$rjadinya 

pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkaran yang dise$babkan o$le$h tidak adanya ke$turunan. Jadi, 

hakim harus me$mbuktikan bahwa itu adalah be$nar atau tidak te$rjadinya pe$rte$ngkaran 

dan pe$rse$lisihan itu. Dari pe$rmasalahan te$rse$but yang paling mudah dibuktikan itu 

antara suami iste$ri se$ring ce$kco$k, se$ring be$rte$ngkar, se$ring ribut, atau se$baliknya 

antara suami iste$ri itu tidak ada ko$munikasi. Itu bisa diartikan dalam hubungan 

 
20 Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 
21 Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
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me$re$ka me$mang ada pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkaran. Yang bisa me$mbuktikan 

pe$rse$lisihan dan pe$rte$ngkaran antara lain te$rjadinya pisah rumah antara pe$nggugat 

dan te$rgugat. Kalau me$mang sudah te$rbukti pisah rumah, be$rarti me$mang ada ko$nflik 

di dalam rumah tangganya.22 

Dalam kasus pe$rtimbangan hukum yang digunakan hakim dalam me$mutus 

pe$rkara pe$rce$raian yang dise$babkan tidak me$miliki ke$turunan me$rupakan sama. 

Upaya pe$rdamaian yang dilakukan o$le$h hakim se$suai de$ngan ke$ntuan Pe$raturan 

Mahkamah Agung No$mo$r 1 Tahun 2016, tidak be$rhasil kare$na salah satu pihak tidak 

dapat hadir dalam pe$rsidangan yaitu pihak te$rgugat, hakim me$nase$hati pe$nggugat 

untuk be$rsabar me$nunggu te$rgugat sampai ke$mbali dan me$ncabut gugatannya, akan 

te$tapi juga tidak be$rhasil dan pe$nggugat te$tap me$lanjutkan gugatannya. Pe$me$riksaan 

pe$rkara ini dilakukan dalam sidang te$rtutup untuk umum de$ngan te$rle$bih dahulu 

dibacakan surat gugatan pe$nggugat yang isi dan maksudnya te$tap atau dipe$rtahankan 

pe$nggugat.23 

Be$rdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 116 

Ko$mpilasi Hukum Islam, tidak me$miliki ke$turunan se$cara khusus tidak diatur dalam 

pasal yang me$ngklasifikasikan alasan-alasan pe$rce$raian, maka dari itu alasan tidak 

me$miliki ke$turunan me$rupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang 

dilatarbe$lakangi o$le$h be$rbagai macam fakto$r, se$hingga me$nimbulkan pe$rse$lisihan 

diantara suami dan iste$ri. Dalam hal ini yang me$njadi fakto$r pe$rse$lisihan adalah 

pe$nye$babnya tidak me$miliki ke$turunan. dalam me$mutuskan pe$rkara pe$rce$raian yang 

dise$babkan o$le$h tidak me$miliki ke$turunan, hakim me$mpe$rtimbangkan be$be$rapa 

aspe$k pe$nting. Pe$rtama, niat ke$dua be$lah pihak dan apakah ada ke$mungkinan 

re$ko$nsiliasi. Ke$dua, apakah pasangan te$lah be$rusaha me$ncari so$lusi, se$pe$rti 

pe$ngo$batan me$dis atau ado$psi. Ke$tiga, se$jauh mana alasan tidak me$miliki ke$turunan 

me$mpe$ngaruhi ke$harmo$nisan rumah tangga.  

 

 

 
22 Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 
23 Elia Wirda, Selaku Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 30 

September 2024 
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4. Kesimpulan 

Pandangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Ace$h te$rhadap pe$rkara pe$rce$raian 

kare$na alasan tidak me$miliki ke$turunan. Alasan tidak me$miliki ke$turunan se$ring muncul 

dalam pe$rkara pe$rce$raian, me$skipun tidak se$cara spe$sifik dise$butkan dalam hukum 

se$bagai alasan tunggal untuk be$rce$rai. Hakim me$lihat alasan ini dalam ko$nte$ks yang le$bih 

luas, jika ke$tidakmampuan me$miliki ke$turunan me$ngakibatkan ke$re$takan dalam rumah 

tangga atau me$ngganggu ke$harmo$nisan pe$rnikahan, maka hal te$rse$but bisa me$njadi 

bagian dari "pe$rse$lisihan te$rus-me$ne$rus" atau "tidak adanya ke$harmo$nisan". 

Pe$rtimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Ace$h te$rhadap pe$rkara 

pe$rce$raian kare$na alasan tidak me$miliki ke$turunan, bahwa Pada Pasal 116 Ko$mpilasi 

Hukum Islam, tidak me$miliki ke$turunan se$cara khusus tidak diatur dalam pasal yang 

me$ngklasifikasikan alasan-alasan pe$rce$raian, maka alasan tidak me$miliki ke$turunan 

me$rupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbe$lakangi o$le$h be$rbagai 

macam fakto$r, se$hingga me$nimbulkan pe$rse$lisihan diantara suami dan iste$ri. Dalam hal 

ini yang me$njadi fakto$r pe$rse$lisihan adalah pe$nye$babnya tidak me$miliki ke$turunan. 

dalam me$mutuskan pe$rkara pe$rce$raian yang dise$babkan o$le$h tidak me$miliki ke$turunan, 

Hakim me$mpe$rtimbangkan be$be$rapa aspe$k pe$nting. Pe$rtama, niat ke$dua be$lah pihak dan 

apakah ada ke$mungkinan be$rdamai. Ke$dua, apakah pasangan te$lah be$rusaha me$ncari 

so$lusi, se$pe$rti pe$ngo$batan me$dis atau ado$psi. Ke$tiga, se$jauh mana alasan tidak me$miliki 

ke$turunan me$mpe$ngaruhi ke$harmo$nisan rumah tangga.  
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